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PUTUSAN
Nomor 17/Pdt.G/2020/PA.Batg

sl 5

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bantaeng yang memeriksa dan mengadili perkara
tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan

putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

XXXX, tempat dan tanggal lahir Bantaeng, 12 Agustus 1980, agama
Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga,
pendidikan SD, tempat kediaman di xxx,

Kabupaten Bantaeng., sebagai Penggugat;

melawan
XXxX, tempat dan tanggal lahir Cilacap, 06 September 1960, agama
Islam, pekerjaan Pensiunan Telkom,
pendidikan D3, dahulu di xxx, Kota Makassar
dan sekarang tidak diketahui lagi alamatnya
yang jelas diwilayah republik indonesia.,

sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 06
Januari 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bantaeng pada
hari itu juga dengan register perkara Nomor 17/Pdt.G/2020/PA.Batg,

mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas

pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 1
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1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah
pada hari Jumat tanggal 15 Mei 2015 M bertepatan dengan
tanggal 26 Rojab 1436 H di Bantaeng.

Hal ini didasarkan atas Kutipan Akta Nikah  Nomor

0053/03/v/2015, vyang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat
Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan
Gantarangkeke, Kabupaten  Bantaeng.

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal di
rumah orangtua Penggugat.

3. Bahwa dari pernikahan tersebut, Penggugat dengan Tergugat telah
dikaruniai 1 (satu) orang anak yang masing-masing bernama:
e xxx (Laki-laki, umur 2 tahun 2 bulan)

4. Bahwa dari awal pernikahan, kehidupan rumah tangga Penggugat dengan
Tergugat berjalan harmonis, hidup rukun dan damai sebagaimana
layaknya kehidupan rumah tangga yang senantiasa diidam-idamkan
oleh  setiap pasangan suami isteri. Akan tetapi keharmonisan,
kerukunan dan kedamaian sebagaimana dimaksud tidak berlangsung terus
menerus sebab  sejak  awal tahun 2018 kehidupan rumah
tangga Penggugat dengan Tergugat sudah dihiasi dengan
perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus.

5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan  Tergugat
mencapai puncaknya pada bulan Maret 2018, saat itu
kepada Penggugat sedang sakit dan meminta kepada keponakan untuk
membantu mencucikan namun tergugat marah kepada penggugat. Sejak
saat itu Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal
dan sudah tidak saling memperdulikan lagi hingga dengan
saat ini yang sudah Dberlangsung kurang lebih 10 (sepuluh)
bulan lamanya.

6. Bahwa oleh karena kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat
sudah tidak dapat dipertahankan lagi dan sudah tidak ada
harapan akan hidup rukun lagi, maka demi untuk menghindari

terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan, dan disamping itu pula
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tujuan dari perkawinan itu sendiri sudah jauh dari harapan,
maka jalan satu-satunya untuk mengakhiri rumah tangga adalah
dengan perceraian.
Berdasarkan segala uraian sebagaimana tersebut di atas, maka
dengan ini dimohon kiranya Pengadilan Agama Bantaeng dapat
dengan segera memeriksa dan mengadili perkara ini  dengan
putusan :
Primer:
1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak  satu Ba'in  Shughraa  Tergugat, XXX
terhadap Penggugat, Xxxx;
3. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan yang berlaku ;
Atau, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang
menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang
menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai
wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut
dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan
yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan
karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang
tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan
Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah
hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak
dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalii gugatannya, Penggugat
mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

A. Surat

Hal. 3 dari 11 Hal. Putusan No.17/Pdt.G/2020/PA.Batg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas

pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Foto copi Kutipan Akta Nikah Nomor : xxx, yang dikeluarkan oleh Kantor
Urusan Agama Kecamatan Bissappu Kabupaten Bantaeng tanggal 23
Januari 2015 yang telah bermateraikan cukup dan dinazegelen (bukti P);

B. Saksi-saksi

1) xxx, umur 18 tahun, agama Islam, pekerjaan Tidak ada, Pendidikan
Terakhir SLTA, bertempat tinggal di Dampang, Desa Dampang, Kecamatan
Gantarang Keke, Kabupaten Bantaeng, di bawah sumpah memberikan
keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

— Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi
keponakan Penggugat;

— Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami-isteri dan telah
dikaruniai 1 (satu) orang anak;

— Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di
rumah orang tua Pengggat;

— Bahwa awalnya rukun namun sejak awal tahun 2018 antara Penggugat
dan Tergugat sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

— Bahwa saksi pernah melihat Tergugat marah-marah pada bulan April
2019 dimana saksi saat itu sedang mencucikan pakaian Tergugat
kemudian Tergugat marah-marah kepada Penggugat karena tidak
senang pakaiannya dicuci orang lain dan mau membakar pakaiannya;

— Bahwa saat itu Penggugat sedang sakit sehingga meminta saksi untuk
bantu mencuci pakaiannya;

— Bahwa setelah kejadian tersebut Tergugat pergi meninggalkan
Penggugat dan tidak pernah kembali;

— Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling
berkomunikasi bahkan saat ini Tergugat tidak diketahui keberadannya;

— Bahwa pihak keluarga sudah pernah mencoba menasihati Penggugat
untuk bersabar menunggu Tergugat dan tetp mempertahankan rumah
tangganya namun tidak berhasil;

2. XXX, umur 17 tahun, agama Islam, pekerjaan Pelajar, bertempat tinggal di

Dampang, Desa Dampang, Kecamatan Gantarang Keke, Kabupaten
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Bantaeng, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya

sebagai berikut :

— Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi
keponakan Penggugat;

— Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami-isteri dan telah
dikaruniai 1 (satu) orang anak;

— Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di
rumah orang tua Pengggat;

— Bahwa awalnya rukun namun sekarang sudah tidak rukun lagi dan telah
pisah tempat tinggal,

— Bahwa saksi pernah melihat Tergugat marah-marah dan membakar
pakaiannya;

— Bahwa penyebabnya karena Tergugat tidak suka pakaiannya dicucikan
orang lain sementara saat itu Penggugat sedang sakit dan tidak bisa
mencuci sehingga meminta tolong kepada keponakan Penggugat utnuk
membantu mencuci pakaian Tergugat;

— Bahwa kejadiannya pada bulan April 2019 di rumah kediaman
Penggugat;

— Bahwa setelah kejadian tersebut Tergugat pergi meninggalkan
Penggugat dan tidak pernah kembali;

— Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling
berkomunikasi bahkan saat ini Tergugat tidak diketahui keberadannya;

— Bahwa pihak keluarga sudah pernah mencoba menasihati Penggugat
untuk bersabar menunggu Tergugat dan tetp mempertahankan rumah
tangganya namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat telah mencukupkan bukti yang diajukan dan tidak
akan mengajukan bukti lagi;

Bahwa selanjutnya Penggugat memberikan kesimpulan yang pada
pokoknya tetap pada gugatannya dan mohon putusan;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka
ditunjuk berita acara sidang perkara ini, yang merupakan bagian yang tidak

terpisahkan dari putusan ini;
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PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat
sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim telah berupaya
memberikan nasihat serta pandangan kepada Penggugat, agar mereka dapat
membina serta membangun kehidupan rumah tangganya kembali dengan
rukun dan harmonis, sebagaimana yang diatur oleh Pasal 82 Undang-Undang
Nomor 7 Tahun 1989 yang sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3
Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, akan tetapi tidak
berhasil;

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak hadir di persidangan maka
mediasi tidak dapat dilaksanakan sebagaimana diatur Peraturan Mahkamah
Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di
persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak
ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah,
maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa
hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir,
dan gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan
hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., gugatan
Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai
adalah bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan
harmonis namun sejak awal tahun 2018 sudah sering terjadi perselisihan dan
pertengkaran yang penyebabnya karena Tergugat tidak menepati janjinya untuk
mengagigah anaknya yang sudah berusia dua tahun padahal Tergugat
memiliki uang, puncaknya pada bulan April tahun 2019 terjadi pertengkaran
karena Tergugat marah dan membakar pakaiannya karena tidak senang
pakaiannya dicucikan orang lain sedangkan saat itu Penggugat sedang sakit
dan seteleah kejadian tersebut Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman

bersama tanpa diketahui keberadaannya yang jelas dan hingga saat ini sudah 1
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(satu) tahun tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana
layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak melakukan bantahan
terhadap gugatan Penggugat maka dalil-dalii gugatan Penggugat dapat
dinyatakan sebagai fakta yang tetap meskipun demikian oleh karena perkara
aquo adalah perkara perceraian maka majelis tetap mempertimbangkan
apakah alasan Penggugat untuk melakukan perceraian dengan Tergugat
tersebut memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1
tahun 1974 bahwa untuk melakukan perceraian harus mempunyai cukup
alasan bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun dalam rumah
tangga, oleh karena itu kepada Penggugat dibebani wajib bukti sesuai dengan
ketentuan yang digariskan dalam Pasal 283 R. Bg juncto Pasal 1865 KUH
Perdata;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P.1 berupa
fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang
sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan
sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil,
isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan
Tergugat pada tanggal 15 Mei 2015, relevan dengan dalil yang hendak
dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti P.1 sebagai akta otentik mempunyai
kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut harus dinyatakan
terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah
pada tanggal 15 Mei 2015, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1)
Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu:
Kartika binti Usman Ady dan Ayu Anggraeni binti Petrus Demmatako,
keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam
duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang
memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang,

keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan
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relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak
ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi
tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua
saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat dan bukti
P serta keterangan kedua orang saksi tersebut di atas maka Majelis telah dapat
menemukan fakta-fakta dalam persidangan yang pada pokoknya sebagai
berikut:
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pasangan suami-isteri yang menikah pada

tanggal 15 Mei 2015;

- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pernah rukun namun
sejak awal tahun 2018 sudah tidak rukun lagi antara Penggugat dan
Tergugat sering terjadi pertengkaran dan perselisihan terus menerus;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan
April tahun 2019 hingga saat ini sudah 1 (lsatu) tahun lamanya dan
Tergugat tidak diketahui lagi keberadannya yang jelas;

— Bahwa selama pisah tempat tinggal tersebut, Penggugat dan Tergugat
tidak ada lagi komunikasi serta tidak saling melaksanakan kewajiban
sebagai suami isteri lagi;

— Bahwa pihak keluarga sudah berusaha merukunkan antara Penggugat
dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut telah terungkap sebagai
fakta hukum bahwa Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan
pertengkaran terus menerus yang puncaknya telah berpisah tempat tinggal
kurang lebih selama 1 (satu) tahun lamanya, dan selama itu pula kedua belah
pihak tidak menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami istri, oleh
karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga tersebut telah
retak dan pecah (broken marriage), tidak terwujud tujuan perkawinan yang
digariskan dalam ketentuan hukum positif maupun hukum Islam (vide Pasal 1
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 juncto Pasal 3 Kompilasi Hukum

Islam);
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Menimbang, bahwa berdasarkan yurisprudensi Mahkamah Agung R.I.
Nomor: 534 K/Pdt/1996 Tanggal 18 Juni 1996 “Bahwa dalam hal perceraian
tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekcokan atau salah satu pihak telah
meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri,
apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan lagi atau tidak”.

Menimbang, bahwa perkawinan adalah suatu hal yang sakral dalam
rangka mencari kemaslahatan hidup, namun terkadang menjumpai hal-hal
yang dirasakan pahit sebagaimana dialami oleh Penggugat dan Tergugat,
maka jika keadaan perkawinan yang sedemikian rupa tetap dipaksakan untuk
dipertahankan tidak akan mendatangkan kemaslahatan, namun justeru
mendatangkan kemudharatan yang berkepanjangan, oleh karena itu patut pula
dikemukakan maksud kaidah fighiyah yaitu:

dladl Gl e asie auladl ¢

"Bahwa menghindari kerusakan harus didahulukan daripada menarik
kemaslahatan.”

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut
maka Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat telah memenuhi
maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 juncto
Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dan sesuai pula dengan pendapat
ahli hukum Islam Sayyid Sabiq yang diambil alih sebagai pendapat Majelis,
dalam Kitab Figh Sunnah Juz I, halaman 249 :

LN Toon - ; AT RS AR
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‘Jika isteri menggugat cerai suaminya karena suami membawa madlorot
terhadap isteri (dengan segala bentuk perlakuannya), sehingga menggoyahkan
keutuhan rumah tangga, maka dibolehkan bagi isterinya tersebut untuk
meminta cerai kepada hakim dan bila kemadlorotan tersebut telah terbukii,
sedangkan perdamaianpun tidak tercapai, maka hakim menetapkan jatuh talak

satu ba’in’;
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Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah terbukti beralasan
hukum dan tidak melawan hak, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan
dengan menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat,

sesuai Pasal 119 ayat (1) dan ayat (2) huruf ¢ Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut
di atas, dan dengan mengingat ketentuan Pasal 149 R.Bg, maka gugatan
Penggugat dapat dikabulkan secara verstek;
Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 89 Ayat (1) dan Pasal 90
Ayat (1) huruf a dan d Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan
Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006
dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka
biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;
Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang

berlaku dan hukum syara’ yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk
menghadap ke persidangan, tidak hadir;

2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;

3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (xxxx) kepada Penggugat
(xxx);

4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah
Rp. 586.000,00 ( lima ratus delapan puluh enam ribu ).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan
Agama Bantaeng pada hari Selasa tanggal 12 Mei 2020 Masehi bertepatan
dengan tanggal 19 Ramadhan 1441 Hijriah oleh Laila Syahidan. S.Ag, M.H.
sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Muhammad Baedawi, M.HI. dan Dian Aslamiah,
S.Sy, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan
pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta
para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Dra. Hj. Sitti Nuraeni
sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya
Tergugat.
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Hakim Anggota Ketua Majelis,
ttd ttd
Drs. H. Muhammad Baedawi, M.HI. Laila Syahidan. S.Ag, M.H.
ttd

Dian Aslamiah, S.Sy
Panitera Pengganti,

ttd
Dra. Hj. Sitti Nuraeni

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- Proses 'Rp 50.000,00
- Panggilan 'Rp 470.000,00
- PNBP 'Rp 20.000,00
- Redaksi 'Rp 10.000,00
- Meterai :Rp 6.000,00
Jumlah :Rp 586.000,00

(lima ratus delapan puluh enam ribu rupiah).

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Bantaeng

H. Andi Syamsul Bahri, S.H. M.H.
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